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Abstrak : 

 Bahwa dalam rangka untuk menjamin kebutuhan atan ketersediaan Liquified Petroleum Gas 

(LPG) di masyarakat , menghindari dari monopoli, penyediaan dan Pendistribusian perlu 

pengendalial secara tertutup. Maka dalam rangka pengendalian terhadap penyediaan dan 

pendistritusian secara tertutup terhadap Liquifred Petroleum Gas (LPG) perlu diatur melalui 

peraturan. 

 Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt 

Tahun 1956; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 22 Tahun 2001; 

UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 

17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 36 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP 

Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERPRES 

Nomor 5 Tahun 2006; PERPRES Nomor 104 Tahun 2007; PERMEN ESDM Nomor 0007 Tahun 

2005; PERMEN ESDM Nomor 48 Tahun 2005; PERMEN ESDM Nomor 021 Tahun 2007; 

PERMEN ESDM Nomor 19 Tahun 2008; PERATURAN BERSAMA MENDAGRI DAN MENTERI 

ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 

2015; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medal Nomor 171 / 3749 

/Kep-DPRD/2015. 

 Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan 

tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota Dprd Kota Medan menjadi 

Inisiatif Dprd Kota Medan tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Dan Pengawasan 

Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Di Wilayah Kota Medan. 

 

 

Catatan : 

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2019. 


